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LEMBAR/AN

NOMOR 06

KABUPATEN CIANJUR

DAER/AH

TAHUN 2006

Nzlenimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR
NOMOR o6 TATII.]N goo6

TENTAI{G
ORGANISASI DAI{ TATA PEMERTNTAI{AN DESA

DENGAN RAHIVTAT TUHAN YANG I\{ATIA ESA

BUPAI'I CIAI.TJUR,

bahwa Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa telah diatur
berd.asarkan Perahrran Daerah Nomor rr Tahun 2ooo dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor ra Seri Dz;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7z Tahun
?oo5 tentang Desa, organisasi dan tata pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu clitinjau kembali d,an
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b,
perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa
dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor r4 Tahun r95o tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Rerita Negara Tahun rggo Nomor 4g);

 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor ra5, Tambahan
l.embamn Negara Nomor 44i]il sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
zoob tentans Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3e Tahun
2oo4 tcntang lJonrerintahan Daerah (L,embaran Negara Tahun
2oog Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nontor 4499) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2oos
(Iembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor ro8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor +S+B);

 tentang Perimbang.,.rn
Kcrrang,rn ant;rra Pcmerinlah Pusat clan Pemerintahan Daemh
(l.,cnrbaran Ne.gAra'l'ahnn 2oo4 Nnmor ta8,'l'ambahan lembaran
Negara Nomor ++gB);

4.  tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2oob Nomor rg8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 458ili

S. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor oz Tahun zoo6
'tcntang Perubahan Pertama atas Peratrrran Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor oz Tahun 2oo1 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan Daemh dan Penerbitan kmbaran Daerah.

b.

(:.

2.

r:).)'
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAIffAT DAERATI IGBUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMIJTUSKAI{:

Menetapkan : PERATURAN DAEITAH TEI{IAM ORGAhIISASI DAMATA
PEIVIERII\ruAI{AN DESA.

BAB I
KBTENTUAIV I]MI,IM

Pasal r
Dalam Perahrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

r. Daerah adalah lGbupaten Cianjur. '

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah IQbupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Penpakilan Rakyat Daerah yang selanjutrya di.nngkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l(abupatbn
Cianjur. 

.

S. Keeamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.

6. Camat adalah kepala kecamatan setempat.

T. Peme,rintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
f)esa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d,an Perangkat Desa.

g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dising\at BPD
aclalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalanr
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan d,esa.

10. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis
pelayanan dan membantu l(epala Desa sebagai unsur wilayah yang
jurnlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.

BAB II
SUSUNAIY ORGAIIISASI

Pasal z

G) Pemerintahan d.esa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

(z) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

,(g) Perangkat Desa terdiri d.ari Sekretaris Desa dan perang!<at dega
lainnya.

(+) Perangkat desa lainnya terdiri dari :
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a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana unsur lapangan dan administrasi;
c. Unsurkewilayahan.

G) Jumlah pqrylgkgt d.esa disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) susunan _organisasi Pemerintah Desa rritetapkan dengan
Peraturan Desa dengan berpedoman kepada peratriran Bupatil

BAB III
TATA PEIVIERINTATIAN

Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 3
(r) IGpala D-esa mempunyai tugas menyerenggarakan urusan

pemedntahan, pembangunan dan kemasyarakaiin.
(z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (r),

Kepala Desa mempunyai wewenang :

F9!1ntrOin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BpD;

mengajukan rancangan Peraturan Desal

menetapkan- Peraturan Desa yang telah mendapat
persetujuan bensama BPD;

menyusun dan mengajukan rancangan peratdran Desa
gpnpenaj tuiggaran pendapatan dan-Belanja Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersima BpD;
membina kehidupan masyarakat desa;

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
mewakili.desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
rnenunjuk kuasa- hukum untuk mewaliifin]a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundarig-
undangan. '

Hak dnn Kewajiban Kepala Desa

Bagian Kedua 
l

Pasal 4
(r) palam melaksanakan tugry dan wewenant sebagaimana

dimaksucl pada Pasal 3, Kepala Desa mempunyaikewaji6n :
a. memegang tgsotr dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

I-Indang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
rg45 se$a mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat i
c. me;nelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. rnelaksanakan kehidupan demokrasi;

a.

b.

c.

d.

e,

ft.

(t
t:''
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melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih
dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja
pemerintahan desa;

g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan pemndang-
undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang
baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pengelolaan
keuangan desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosid
budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

(z) 'selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (r), Kepala
Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggarasu pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan
laporan keterangan pertanggungiawaban kepada BPD serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat.

(f) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
tlimaksud pada ayat (e) disampaikan kepada Bupati melalui
(hmat I (satu) kali dalam satu tahun.

(+) laporan keterangan pertanggungiawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (z) disampaikan r (satu) kali
dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(S) Ivlenginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
.kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman
atau diinformasikan secara lisan dalam: berbagai pertemuan
masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(6) Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

0) laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
Bupati melalui Carnatdan kepada BPD.

BAB TV

PIRSYARATAN CAI.ON PBRANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pnsnl g

(r) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
pcmyaratan sebagai berikut :

e.
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